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BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara
perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah adiubah beberapa Kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD,
serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 86);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 518);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 243);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Luwu Utara Nomor 214);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 329);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016
-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014
Nomor 35);
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Menetapkan :

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2020

tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan
Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
merupakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun kelima dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Perubahan RKPD) Kab. Luwu Utara Tahun 2020,
dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020, disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah
dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2020.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

dijadikan sebagai :

a. acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran Perangkat Daerah, berupa
Program/Kegiatan Perangkat Daerah dan/atau
lintas Perangkat Daerah;

b. landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran Perangkat Daerah untuk menyusun
Rancangan Perubahan APBD; dan

c. pedoman dalam monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan perangkat daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam pembahasan
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah bersama DPRD.

Pasal 5

Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja
Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kenerja masing-
masing program.

Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan paling lama 14
(empat belas) hari setelah triwulan berikutnya.

Laporan kinerja triwulan menjadi masukan dan
bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi
usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan
oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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Pasal 6
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 dan hasil
pembahasan bersama DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI LUWU UTARA,
ttd
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 44
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